
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA  ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan desa
yang transparan dan akuntabel, meningkatkan partisipasi
masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dalam proses
pembangunan ditingkat desa, serta memaksimalkan fungsi
pembinaan pemerintah daerah terhadap kinerja pemerintah desa,
perlu dibuat standarisasi pelaporan pertanggungjawaban
penyelenggaraan pemerintahan desa;

b. bahwa dalam era Globalisasi dan Keterbukaan Informasi Publik,
standarisasi pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan
pemerintahan desa merupakan salah satu indikator keberhasilan
kinerja pemerintahan desa;

c. bahwa untuk memberikan pedoman kepada pemerintah desa dalam
penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
sebagaimana ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Daerah Nomor
72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu ditetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Siak tentang Tata Cara Pelaporan
Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang
Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

dan

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG PEDOMAN
TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Siak dan Perangkat Daerah sebagai Unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Kepala Daerah  adalah Bupati Siak.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Siak.

6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat
Kecamatan dalam Kabupaten Siak;

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;



9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa;

10. Kepala Desa adalah sebutan untuk pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah
Desa;

11. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;

12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga
yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa;

13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD
bersama Kepala Desa;

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan  Peraturan Desa;

15. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen
pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada,
meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian,
pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan
dan pengembangannya;

16. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang
selanjutnya disingkat LPPD Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan
pemerintahan desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan
kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten selama satu tahun anggaran.

17. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa
yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan
pelaporan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebelum berakhirnya masa
jabatan, yang meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama 6
(enam) tahun.

18. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa yang
selanjutnya disingkat LKPJ Akhir Tahun Anggaran adalah proses kegiatan
pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
sebagi bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi seluruh
keterangan seluruh proses pelaksanaan Peraturan-peraturan Desa termasuk
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selama satu tahun anggaran.

19. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang
selanjutnya disingkat LKPJ Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan
Kepala Desa kepada BPD sebelum berakhirnya masa jabatan, yang meliputi laporan
penyelenggaraan pemerintahan desa.

20. Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya
disebut Informasi LPPD kepada masyarakat adalah proses kegiatan pelaporan
Kepala Desa kepada rakyat tentang pelaksanaan pemerintahan desa melalui
media/pengumuman resmi, meliputi informasi pokok-pokok kegiatan;

21. Laporan Keuangan BPD adalah laporan administrasi keuangan BPD setiap tahun
yang disampaikan kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan desa;



22. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena
jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan
keuangan Desa;

23. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah suatu proses kegiatan
yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Desa dapat berjalan sesuai
dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan;

24. Pengawasan BPD adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap
Pemerintah Desa sesuai wewenang dan haknya;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Kepala Desa
dan BPD dalam menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa.

Pasal 3

Tujuan Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah
untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang transparan dan
akuntabel.

BAB III
JENIS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Jenis Laporan

Pasal 4

Jenis Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam
Peraturan Daerah ini, meliputi:
a. Laporan Kepala Desa; dan
b. Laporan Adminitrasi Keuangan BPD

Bagian Kesatu
Laporan Kepala Desa

Pasal 5

Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
a. LPPD Kepala Desa;
b. LKPJ Kepala Desa; dan
c. Penginformasian LPPD kepada masyarakat.

Pasal 6

LPPD Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
a. LPPD Akhir Tahun Anggaran; dan
b. LPPD Akhir Masa Jabatan.

Pasal 7

LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
a. LKPJ Akhir Tahun Anggaran; dan
b. LKPJ Akhir Masa Jabatan.



Bagian Kedua
Laporan Administrasi Keuangan BPD

Pasal 8

Laporan Administrasi Keuangan BPD kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf b adalah pertanggungjawaban tentang penggunaan Keuangan
Desa kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB IV
LPPD KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 9

Ruang Lingkup LPPD meliputi:
a. urusan Pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa;
b. urusan Pemerintahan yang diserahkan pemerintah Daerah Kepada Desa;
c. tugas pembantuan; dan/atau
d. urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan

kepada Desa.

Bagian Kedua
Muatan Laporan

Paragraf Kesatu
Urusan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa

Pasal 10

Muatan laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a, meliputi
hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Peraturan
Perundang-undangan.

Paragraf Kedua
Urusan Pemerintahan Yang Diserahkan Pemerintah Daerah Kepada Desa

Pasal 11

(1) Muatan  laporan  Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b,
meliputi:
a. bidang pertanian dan ketahanan pangan;
b. bidang pertambangan dan energi serta sumber daya mineral;
c. bidang kehutanan dan perkebunan;
d. bidang perindustrian dan perdagangan;
e. bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
f. bidang enanaman modal;
g. bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
h. bidang kesehatan;
i. bidang pendidikan dan kebudayaan;
j. bidang sosial;
k. bidang penataan ruang;
l. bidang pemukiman/perumahan;
m. bidang pekerjaan umum;
n. bidang perhubungan;


